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ABSTRAK 
Issues to be considered by a husband and wife who will do a divorce is a problem 
child who has been born into the marriage. In this case the divorce will be legal 
consequences for the child, the child must choose to participate or join her father. 
The problem in this research is how the legal consequences of divorce in terms of 
the responsibilities of parents who have divorced under Law No. 1 of 1974 on 
Marriage. The method used is normative and empirical using secondary data and 
primary data. Analysis of qualitative data. Based on the results of research and 
discussion, the legal consequences of divorce under Law No. 1 of 1974 on 
Marriage is a legal consequence of the maintenance of the child, the joint 
property and income of the wife is divorced and living to children. Advice is 
should the husband and wife who want to be able to think of divorce as a result of 
divorce, especially to the problems of both children both morally and materially. 
Keywords: divorce, under law,  marriage. 
I. PENDAHULUAN 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Perkawinan bahwa tujuan perkawinan 
adalah untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Menurut Penjelasan Umum 
Undang-Undang Perkawinan tujuan 
perkawinan adalah membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami isteri perlu saling 
membantu dan melengkapi, agar 
masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan 
materiil. Karena tujuan perkawinan 
adalah untuk membentuk keluarga 
yang bahagia kekal dan sejahtera, maka 
undang-undang ini menganut prinsip 
untuk mempersukar terjadinya per 
ceraian. Untuk memungkinkan 
perceraian, harus ada alasan-alasan 
tertentu serta harus dilakukan di depan 
Sidang Pengadilan.  
Perceraian merupakan perbuatan 
halal yang paling dibenci oleh Allah. 
Allah memang membenci perceraian 
akan tetapi apabila dengan mem 
pertahankan perkawinan itu akan lebih 
besar mudharatnya daripada 
manfaatnya, maka perceraian itu 
diperbolehkan.   
Menurut Soemijati bahwa bagi 
orang Islam perceraian dilakukan 
dengan mengajukan permohonan cerai 
kepada Pengadilan Agama, sedangkan 
bagi orang selain Islam mengajukan 
permohonan cerai kepada Pengadilan 
Negeri. (Soemijati, Hukum Perkawinan 
Islam dan Undang-Undang 
Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 
1986, hlm. 56). 







Kemudian sebagaimana di 
sampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro 
bahwa dalam memutuskan apakah akan 
mengabulkan permohonan cerai atau 
tidak, Pengadilan akan mengumpulkan 
bukti sebanyak-banyaknya agar 
keputusan yang diambil benar-benar 
yang terbaik. Pada umumnya pada awal 
pemeriksaan di Pengadilan, Majelis 
Hakim akan berusaha mendamaikan 
terlebih dahulu suami isteri yang akan 
bercerai itu. Apabila terjadi perdamaian 
maka permohonan cerai itu dianggap 
batal dan suami isteri itu tetap menjadi 
suami isteri yang sah.  (Wirjono 
Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di 
Indonesia, Sumur Batu, Bandung, 
1990,    hlm. 23) 
Pasal 38 Ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan menerangkan 
bahwa perceraian adalah salah satu 
bentuk dari sebab putusnya 
perkawinan. Perceraian tentunya juga 
melahirkan konsekuensi tertentu yaitu 
harta, hak asuh anak (hadhanah) dan 
status pernikahan. Secara hukum 
konsekuensi akibat putusnya 
perkawinan karena perceraian tersebut 
diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang 
Perkawinan diantaranya yaitu : 
a. Baik ibu atau bapak tetap 
berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan 
anak, bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak, 
Pengadilan memberi keputusan 
nya; 
b. Bapak yang bertanggung jawab 
atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan 
anak itu; bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi 
kewajiban tersebut, Pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu ikut 
memikul biaya tersebut; 
c. Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas isteri.  
Menurut Abdurrahman bahwa 
salah satu hal yang perlu 
dipertimbangkan oleh suami isteri yang 
akan melakukan perceraian adalah 
masalah anak yang telah dilahirkan 
dalam perkawinan itu. Dalam hal ini 
perceraian akan membawa akibat 
hukum terhadap anak, yaitu anak harus 
memilih untuk ikut ayah atau ikut 
ibunya. (Abdurrahman, Kompilasi 
Hukum Islam, Cetakan 4, Akedemia 
Pressindo, Jakarta, 2004,  hlm. 27). 
Hal ini merupakan suatu pilihan 
yang sama-sama memberatkan, karena 
seorang anak membutuhkan kedua 
orang tuanya. Menurut K. Wantjik 
Saleh karena konsekuensi perceraian 
adalah seperti itu, maka anak tetap 
harus memilih untuk ikut salah satu 
orang tuanya. Dalam sidang Pengadilan 
yang menangani perceraian,  untuk 
anak yang masih belum berumur 12 
tahun (belum mumayyiz) biasanya 
hakim memutuskan ikut dengan 
ibunya. (K. Wantjik Saleh, Hukum 
Perkawinan  Indonesia, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 43). 
Hal ini didasarkan pertimbangan 
bahwa anak dengan umur seperti itu 
masih sangat membutuhkan kasih 
sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah 
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tidak sanggup memberikan kasih 
sayang yang dibutuhkan anak, akan 
tetapi seorang ayah biasanya sibuk 
bekerja sehingga waktu yang dimiliki 
untuk memperhatikan anak kurang. 
Pengadilan Agama Tanjungkarang 
mencatat bahwa di bulan November 
2013 penutupan Penerimaan Perkara 
perselisihan perkawinan dipastikan ada 
110 perkara yang terdaftar di 
Pengadilan Agama Tanjungkarang dan 
dari jumlah perkara tersebut ternyata 
perkara cerai gugat masih tetap 
mendominasi dengan jumlah 72 
Perkara, sedangkan Cerai Talak 31 
perkara sementara dari jenis perkara 
lainya yaitu penguasaan Anak 1 
perkara, Penunjukan Wali 1 perkara, 
Gugat Waris 1 perkara dan untuk Isbat 
Nikah berjumlah 3 perkara. 
http://www.pa-tanjungkarang.go.id/ 
index.php/statistik-perkara.html, Cerai 
Gugat Masih Mendominasi Perkara Di 
Pengadilan Agama Tanjungkarang, 
Diakses 9 Desember 2013) 
Menurut Kamal Mukhtar, walaupun 
telah ada ketentuan-ketentuan hukum 
perundangan yang memberikan hak 
pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz kepada ibunya, akan tetapi 
dalam hal anak yang belum mumayyiz 
itu sudah bisa memilih untuk ikut 
ayahnya atau ikut ibunya, maka anak 
diberikan kesempatan untuk memilih 
sendiri. (Kamal Mukhtar, Asas-asas 
Hukum Islam Tentang Perkawinan, PT 
Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 89). 
Kesempatan untuk memilih itu 
semata-mata untuk kepentingan anak 
itu sendiri, yaitu dengan siapa anak 
merasa lebih tenteram, sehingga tidak 
akan ada perasaan terpaksa dan 
tertekan bagi anak. Perasaan yang 
terpaksa dan tertekan akan memberi 
pengaruh buruk bagi perkembangan 
anak itu pada akhirnya, sehingga 
Pengadilan Agama memberi 
kelonggaran bagi anak untuk memilih 
sendiri untuk ikut siapa.  
Bagi orang tua yang diberi hak 
untuk memelihara anak, harus 
memelihara anak dengan sebaik-
baiknya. Pemeliharaan anak bukan 
hanya meliputi memberi nafkah lahir 
saja, tetapi juga meliputi nafkah batin 
seperti pendidikan formal dan 
pendidikan informal. Dalam hal ini 
siapapun yang melakukan 
pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 
Undang-Undang Perkawinan ayah 
tetap berkewajiban untuk memberi 
biaya pemeliharaan dan nafkah anak 
sampai anak berumur 21 tahun. Bagi 
salah satu orang tua yang melalaikan 
kewajibannya tersebut menurut Pasal 
49 Undang-Undang Perkawinan dapat 
dicabut kekuasaannya atas permintaan 
orang tua yang lain. 
Permasalahan lain yang dapat 
timbul dari pemberian hak asuh 
tersebut antara lain, keinginan dari 
pihak bapak atau ibu untuk mendapat 
hak asuh dan untuk tetap dapat bertemu 
dengan anak-anaknya jika tidak berada 
dalam pengasuhannya. Hal inilah yang 
kemudian menyebabkan perselisihan 
hak asuh anak di bawah umur yang 
sulit dipecahkan. Oleh karenanya 
bagaimana akibat hukum perceraian 
dalam hal tanggung jawab orang tua 
yang telah bercerai berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 












Perceraian dalam Perkawinan 
Walaupun perkawinan itu 
ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi 
ada  kalanya terjadi hal-hal tertentu 
yang menyebabkan timbulnya 
perselisihan dalam perkawinan, bahkan 
perkawinan tersebut tidak dapat 
diteruskan. Pada masa sekarang ini 
dengan semakin lunturnya nilai-nilai  
agama, norma dan etika yang ada di 
masyarakat, tidak jarang terjadi suatu 
perkawinan itu dilatarbelakangi oleh 
suatu kepentingan tertentu, yakni demi 
status, kepentingan bisnis, mendapat 
perlindungan dan lain sebagainya 
sehingga status perkawinan menjadi 
tidak kuat. 
Perselisihan dalam perkawinan 
dapat ditimbulkan oleh faktor internal 
maupun eksternal, yang apabila tidak 
diselesaikan secara tepat akan 
menimbulkan masalah-masalah baru 
seperti timbulnya penyelewengan 
suami/isteri dan tidak terawatnya anak-
anak mereka. Bagi suami atau isteri 
yang belum dapat mengatasi 
perselisihan masalah. Jangan terlalu 
cepat untuk mengambil keputusan 
untuk bercerai karena harus diingat 
walaupun perceraian adalah sesuatu 
yang dihalalkan tetapi merupakan 
perbuatan yang dibenci Tuhan. Di 
sinilah peranan pihak ketiga selaku 
mediator dapat mengupayakan untuk 
membantu suami dan isteri yang 
mengalami permasalahan keluarga.  
Perkawinan merupakan penyatu 
an 2 (dua) jiwa lain jenis menjadi satu 
kesatuan yang utuh dalam menuju 
kesempurnaan hidup. Maka perkawin 
an adalah suatu perjanjian suci untuk 
hidup bersama sebagai suami-isteri, 
tetapi kehidupan bersama ini tidak 
semudah seperti yang dibayangkan, 
karena adakalanya perkawinan yang 
tadinya berjalan baik, penuh 
keharmonisan di dalam suatu rumah 
tangga, bisa saja tiba-tiba muncul 
kesuraman dalam kehidupan berumah 
tangga tersebut dan berujung pada 
perceraian. 
Perceraian pada dasarnya tidak 
dilarang apabila alasan-alasan 
perceraian tersebut berdasarkan atas 
ketentuan-ketentuan yang mengatur, 
yaitu berdasarkan Undang-Undang 
Perkawinan. Walaupun perceraian 
tidak dilarang, akan tetapi itu 
merupakan sesuatu yang paling dibenci 
oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok 
dari putusnya hubungan perkawinan 
adalah masalah hubungan suami-isteri, 
pembagian harta bersama, nafkah dan 
pemeliharaan bagi kelangsungan hidup 
anak-anak mereka. 
Pengertian mengenai perceraian 
tidak terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, namun bukan berarti 
perceraian tidak diperbolehkan. Karena 
tujuan perkawinan adalah untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal hingga akhir hayat, maka 
undang-undang ini menganut                   
prinsip untuk mempersukar atau 
mempersulit terjadinya perceraian. 
Perceraian dimungkinkan, namun ada 
alasan-alasan tertentu serta harus 
dilakukan di depan sidang pengadilan. 
Perceraian pada dasarnya 
merupakan peristiwa hukum yang 
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merupakan suatu kejadian yang akan 
menimbulkan dan menghilangkan hak 
maupun kewajiban. Perceraian menurut 
adat adalah merupakan peristiwa luar 
biasa, sebuah problema sosial dan 
yuridis yang penting dalam kebanyakan 
daerah.  (Ali Afandi, Hukum Waris, 
Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian 
Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 
1984, hlm, 143). 
Menurut Subekti, perceraian 
merupakan salah satu peristiwa yang 
dapat terjadi dalam suatu perkawinan, 
perceraian adalah penghapusan 
perkawinan dengan putusan hakim atau 
tuntutan salah satu pihak dalam 
perkawinan. (Subekti, Pokok-pokok 
Hukum Perdata, Cet. XXIX, PT. 
Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 42). 
 
Adapun Perceraian dalam istilah 
ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” 
ialah membuka ikatan membatalkan 
perjanjian, sedangkan furqah artinya 
bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh 
para ahli fiqih sebagai satu istilah yang 
berarti bercerai antara suami isteri. 
Menurut istilah Hukum Islam, talak 
dapat berarti : 
a. Menghilangkan ikatan perkawin 
an atau rnengurangi keterikatan 
nya dengan menggunakan ucapan 
tertentu. 
b. Melepaskan ikatan perkawinan 
dan mengakhiri hubungan suami 
isteri. 
c. Melepaskan ikatan perkawinan 
dengan ucapan talak atau yang 
sepadan dengan itu. (Zuhri 
Hamid, Pokok-pokok Hukum 
Perkawinan Islam dan Undang-
Undang Perkawinan di 
Indonesia, Bina Cipta, Yogya 
karta, 1988, hlm. 73). 
Djamil Latif menjelaskan bahwa 
Perceraian adalah suatu malapetaka, 
tetapi suatu malapetaka yang perlu 
untuk tidak menimbulkan malapetaka 
lain yang lebih besar bahayanya. 
Perceraian hanya dibenarkan 
penggunaannya dalam keadaan darurat 
untuk tidak menimbulkan mudlarat 
yang lebih besar. Karena itu perceraian 
adalah pintu daruratnya perkawinan 
guna keselamatan bersama. Untuk 
itulah Tuhan mengadakan peraturan-
peraturan perceraian disamping 
peraturan perkawinan dan atas dasar ini 
pulalah Negara Republik Indonesia 
mengatur hal-hal yang tidak diatur 
hukumnya dalam agama tentang 
perceraian disamping perkawinan, 
demi kebahagiaan, kesejahteraan dan 
ketentraman keluarga, masyarakat dan 
negara. 
Perceraian adalah sebagai upaya 
atau jalan terakhir setelah segala upaya 
untuk mendamaikan suami-isteri telah 
ditempuh namun tidak berhasil dan 
kalupun suami-isteri harus 
mempertahankan perkawinannya dalam 
keadaan tidak bahagia, kekal dan 
sejahtera akan menimbulkan masalah-
masalah lebih lanjut. 
Akibat Hukum Perceraian dalam 
Hal Tanggung Jawab Orang Tua 
yang Telah Bercerai Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan 
Meskipun diantara suami-isteri 
yang telah menjalin perjanjian suci, 
namun tidak menutup kemungkinan 







bagi suami-isteri tersebut mengalami 
pertikaian yang menyebabkan percerai 
an dalam sebuah rumah tangga. 
Hubungan suami-isteri terputus jika 
terjadi putusnya hubungan perkawinan. 
Apabila mencermati Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan bahwa perkawinan dapat 
putus karena kematian, perceraian dan  
atas keputusan Pengadilan. Perceraian 
adalah salah satu bentuk dari sebab 
putusnya perkawinan (Pasal 38 Ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan). 
Perceraian tentunya juga melahirkan 
konsekuensi tertentu yaitu harta, hak 
asuh anak (hadhanah) dan status 
pernikahan. 
Kemudian berdasarkan Pasal 39 
Undang-Undang Perkawinan, 
perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 
Untuk melakukan perceraian juga harus 
dengan cukup alasan bahwa sudah 
tidak terdapat lagi kecocokan dan 
persamaan tujuan dalam membina 
rumah tangga, artinya sudah tidak 
dapat hidup rukun kembali sebagai 
sepasang suami isteri.  
Gugatan perceraian dapat 
diajukan dengan alasan-alasan yang 
dijabarkan dalam Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai 
berikut : 
a. Salah satu pihak berbuat zina 
atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang 
sukar disembuhkan;  
b. Salah satu pihak meninggalkan 
yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak 
yang lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain di luar 
kemauannya;  
c. Salah satu pihak mendapat 
hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung.  
d. Salah satu pihak melakukan 
kekejaman atau penganiayaan 
berat yang mernbahayakan 
terhadap pihak yang lain.  
e. Salah satu pihak mendapat cacat 
badan atau, penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat 
menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/isteri.  
f. Antara suami dan isteri terus 
menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah-tangga.  
Pasal 209 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata menyebutkan berbagai 
alasan yang dapat mengakibatkan 
perceraian, terdiri atas : 
1. Zinah atau overspel. 
2. Meninggalkan tempat tinggal 
bersama dengan itikad jahat. 
3. Penghukuman dengan hukuman 
penjara lima tahun lamanya atau 
dengan hukuman yang lebih 
berat, yang diucapkan setelah 
perkawinan. 
4. Melukai berat atau menganiaya, 
dilakukan oleh si suami atau si 
isteri terhadap isteri atau 







bagi suami-isteri tersebut mengalami 
pertikaian yang menyebabkan percerai 
an dalam sebuah rumah tangga. 
Hubungan suami-isteri terputus jika 
terjadi putusnya hubungan perkawinan. 
Apabila mencermati Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan bahwa perkawinan dapat 
putus karena kematian, perceraian dan  
atas keputusan Pengadilan. Perceraian 
adalah salah satu bentuk dari sebab 
putusnya perkawinan (Pasal 38 Ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan). 
Perceraian tentunya juga melahirkan 
konsekuensi tertentu yaitu harta, hak 
asuh anak (hadhanah) dan status 
pernikahan. 
Kemudian berdasarkan Pasal 39 
Undang-Undang Perkawinan, 
perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 
Untuk melakukan perceraian juga harus 
dengan cukup alasan bahwa sudah 
tidak terdapat lagi kecocokan dan 
persamaan tujuan dalam membina 
rumah tangga, artinya sudah tidak 
dapat hidup rukun kembali sebagai 
sepasang suami isteri.  
Gugatan perceraian dapat 
diajukan dengan alasan-alasan yang 
dijabarkan dalam Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai 
berikut : 
a. Salah satu pihak berbuat zina 
atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang 
sukar disembuhkan;  
b. Salah satu pihak meninggalkan 
yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak 
yang lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain di luar 
kemauannya;  
c. Salah satu pihak mendapat 
hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung.  
d. Salah satu pihak melakukan 
kekejaman atau penganiayaan 
berat yang mernbahayakan 
terhadap pihak yang lain.  
e. Salah satu pihak mendapat cacat 
badan atau, penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat 
menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/isteri.  
f. Antara suami dan isteri terus 
menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah-tangga.  
Pasal 209 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata menyebutkan berbagai 
alasan yang dapat mengakibatkan 
perceraian, terdiri atas : 
1. Zinah atau overspel. 
2. Meninggalkan tempat tinggal 
bersama dengan itikad jahat. 
3. Penghukuman dengan hukuman 
penjara lima tahun lamanya atau 
dengan hukuman yang lebih 
berat, yang diucapkan setelah 
perkawinan. 
4. Melukai berat atau menganiaya, 
dilakukan oleh si suami atau si 







suaminya, yang demikian, 
sehingga membahayakan jiwa 
pihak yang dilukai atau dianiaya, 
sehingga mengakibatkan luka-
luka yang membahayakan. 
Dalam hal suatu perkawinan 
sudah putus karena perceraian, tidaklah 
mengakibatkan hubungan antara orang 
tua (suami dan isteri yang telah 
bercerai) dan anak-anak yang lahir dari 
perkawinan tersebut menjadi putus 
juga. Sebab dengan tegas telah diatur 
bahwa suami dan isteri yang telah 
bercerai tetap mempunyai kewajiban 
sebagai orang tua yaitu untuk 
memelihara dan mendidik anak-
anaknya, termasuk dalam hal 
pembiayaan yang timbul dari 
pemeliharaan dan pendidikan dari anak 
tersebut. Hanya hak asuh yang pindah 
ke salah satu pihak yaitu beralih ke 
ayah atau ke ibunya. 
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
disebutkan bahwa akibat dari putusnya 
suatu perkawinan karena perceraian 
adalah : 
a. Baik ibu atau bapak tetap 
berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya,  semata-
mata berdasarkan kepentingan 
anak, bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak, 
Pengadilan memberi 
keputusannya. 
b. Bapak yang bertanggung jawab 
atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan 
anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat 
memberi kewajiban tersebut 
pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya 
tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas isteri. 
Akibat hukum perceraian 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan antara 
lain dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Terhadap Anak 
Menurut Undang-undang 
Perkawinan meskipun telah terjadi 
perceraian, bukan berarti kewajiban 
suami isteri sebagai ayah dan ibu 
terhadap anak di bawah umur berakhir. 
Suami yang menjatuhkan talak pada 
isterinya wajib membayar nafkah untuk 
anak-anaknya, yaitu belanja untuk 
memelihara dan keperluan pendidikan 
anak-anaknya itu, sesuai dengan 
kedudukan suami. Kewajiban memberi 
nafkah anak harus terus-menerus 
dilakukan sampai anak-anak tersebut 
baliq dan berakal serta mempunyai 
penghasilan sendiri. Baik bekas suami 
maupun bekas isteri tetap berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak-
anaknya berdasarkan kepentingan anak. 
Suami dan isteri bersama bertanggung 
jawab atas segala biaya pemeliharaan 
dan pendidikan anak-anaknya. Apabila 
suami tidak mampu, maka pengadilan 
dapat menetapkan bahwa ibu yang 
memikul biaya anak-anak. 
Sebagaimana dijelaskan pada 
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 
:  







(1) Kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya; 
(2) Kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam Ayat (1) pasal 
ini berlaku sampai anak itu kawin 
atau dapat berdiri sendiri 
kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus. 
Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 
106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 
tahun 1991 tentang kompilasi Hukum 
Islam dijelaskan bahwa : 
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
Dalam hal terjadinya perceraian : 
(1) pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 
12 tahun adalah hak ibunya; 
(2) pemeliharaan anak yang sudah 
mumayyiz diserahkan kepada 
anak untuk memilih di antara 
ayah atau ibunya sebagai 
pemegang hak pemeliharaannya; 
(3) biaya pemeliharaan ditanggung 
oleh ayahnya. 
Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Orang tua berkewajiban merawat 
dan mengembangkan harta 
anaknya yang belum dewasa atau 
di bawah pengampuan, dan tidak 
diperbolehkan memindahkan atau 
menggadaikannya kecuali karena 
keperluan yang mendesak jika 
kepentingan dan kemaslahatan 
anak itu menghendaki atau suatu 
kenyataan yang tidak dapat 
dihindarkan lagi. 
(2) Orang tua bertanggung jawab 
atas kerugian yang ditimbulkan 
karena kesalahan dan kelalaian 
dari kewajiban yang tersebut 
pada Ayat (1). 
Adapun Pasal 156 Kompilasi 
Hukum Islam, mengatur tentang 
pemeliharaan anak ketika ibu 
kandungnya meninggal dunia dengan 
memberikan urutan yang berhak 
memelihara anak, antara lain :  
1. Anak yang belum mumayyiz 
berhak mendapatkan hadhanah 
dari ibunya, kecuali bila ibunya 
telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh : 
2. wanita-wanita dalam garis lurus 
ke atas dari ibu. 
3. ayah. 
4. wanita-wanita dalam garis lurus 
ke atas dari ayah. 
5. saudara perempuan dari anak 
yang bersangkutan. 
6. wanita-wanita kerabat sedarah 
menurut garis samping dari ayah. 
2. Terhadap Harta Bersama 
Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum 
Islam menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan Harta kekayaan 
dalam perkawinan atau syirkah adalah 
harta yang diperoleh baik sendiri-
sendiri atau bersama suami-isteri 
selama dalam ikatan perkawinan 
berlangsung dan selanjutnya disebut 
harta bersama, tanpa mempersoalkan 
terdaftar atas nama siapa pun. 
Mengenai pengaturan tentang 
harta kekayaan dalam perkawinan 
secara tegas diatur dalam Pasal 85 
sampai dengan Pasal 97 Kompilasi 
Hukum Islam sebagai berikut : 
Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam 







(1) Kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya; 
(2) Kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam Ayat (1) pasal 
ini berlaku sampai anak itu kawin 
atau dapat berdiri sendiri 
kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus. 
Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 
106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 
tahun 1991 tentang kompilasi Hukum 
Islam dijelaskan bahwa : 
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
Dalam hal terjadinya perceraian : 
(1) pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 
12 tahun adalah hak ibunya; 
(2) pemeliharaan anak yang sudah 
mumayyiz diserahkan kepada 
anak untuk memilih di antara 
ayah atau ibunya sebagai 
pemegang hak pemeliharaannya; 
(3) biaya pemeliharaan ditanggung 
oleh ayahnya. 
Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Orang tua berkewajiban merawat 
dan mengembangkan harta 
anaknya yang belum dewasa atau 
di bawah pengampuan, dan tidak 
diperbolehkan memindahkan atau 
menggadaikannya kecuali karena 
keperluan yang mendesak jika 
kepentingan dan kemaslahatan 
anak itu menghendaki atau suatu 
kenyataan yang tidak dapat 
dihindarkan lagi. 
(2) Orang tua bertanggung jawab 
atas kerugian yang ditimbulkan 
karena kesalahan dan kelalaian 
dari kewajiban yang tersebut 
pada Ayat (1). 
Adapun Pasal 156 Kompilasi 
Hukum Islam, mengatur tentang 
pemeliharaan anak ketika ibu 
kandungnya meninggal dunia dengan 
memberikan urutan yang berhak 
memelihara anak, antara lain :  
1. Anak yang belum mumayyiz 
berhak mendapatkan hadhanah 
dari ibunya, kecuali bila ibunya 
telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh : 
2. wanita-wanita dalam garis lurus 
ke atas dari ibu. 
3. ayah. 
4. wanita-wanita dalam garis lurus 
ke atas dari ayah. 
5. saudara perempuan dari anak 
yang bersangkutan. 
6. wanita-wanita kerabat sedarah 
menurut garis samping dari ayah. 
2. Terhadap Harta Bersama 
Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum 
Islam menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan Harta kekayaan 
dalam perkawinan atau syirkah adalah 
harta yang diperoleh baik sendiri-
sendiri atau bersama suami-isteri 
selama dalam ikatan perkawinan 
berlangsung dan selanjutnya disebut 
harta bersama, tanpa mempersoalkan 
terdaftar atas nama siapa pun. 
Mengenai pengaturan tentang 
harta kekayaan dalam perkawinan 
secara tegas diatur dalam Pasal 85 
sampai dengan Pasal 97 Kompilasi 
Hukum Islam sebagai berikut : 







Adanya harta bersama dalam 
perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami atau isteri. 
Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Pada dasarnya tidak ada 
percampuran antara harta suami 
dan harta isteri karena 
perkawinan. 
(2) Harta isteri tetap menjadi hak 
isteri dan dikuasai penuh 
olehnya, demikian juga harta 
suami tetap menjadi hak suami 
dan dikuasai penuh olehnya. 
Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Harta bawaan dari masing-
masing suami dan isteri dan harta 
yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan 
adalah di bawah penguasaan 
masing-masing, sepanjang para 
pihak tidak menentukan lain 
dalam perjanjian perkawinan. 
(2) Suami dan isteri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta 
masing-masing berupa hibah, 
hadiah, sodakah, atau lainnya. 
Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam 
Apabila terjadi perselisihan 
antara suami-isteri tentang harta 
bersama, maka penyelesaian 
perselisihan itu diajukan kepada 
Pengadilan Agama. 
Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam 
Suami bertanggung jawab menjaga 
harta bersama, harta isteri, maupun 
hartanya sendiri. 
Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam 
Isteri turut bertanggung jawab menjaga 
harta bersama maupun harta suami 
yang ada padanya. 
Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Harta bersama sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 85 di atas 
dapat berupa benda berwujud 
atau tidak berwujud. 
(2) Harta bersama yang berwujud 
dapat meliputi benda tidak 
bergerak, benda bergerak, dan 
surat-surat berharga.  
(3) Harta bersama yang tidak 
berwujud dapat berupa hak 
maupun kewajiban.  
(4) Harta bersama dapat dijadikan 
sebagai barang jaminan oleh 
salah satu pihak atas persetujuan 
pihak lainnya. 
Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam 
Suami atau isteri tanpa 
persetujuan pihak lain tidak 
diperbolehkan menjual atau 
memindahkan harta bersama. 
Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Pertanggungjawaban terhadap 
utang suami atau isteri 
dibebankan pada hartanya 
masing-masing. 
(2) Pertanggungjawaban terhadap 
utang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, 







dibebankan kepada harta 
bersama. 
(3) Bila harta bersama tidak 
mencukupi, dibebankan kepada 
harta suami. 
(4) Bila harta suami tidak ada atau 
tidak mencukupi dibebankan 
kepada harta isteri. 
Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Harta bersama dari perkawinan 
seorang suami yang mempunyai 
isteri lebih dari seorang, masing-
masing terpisah dan berdiri 
sendiri. 
(2) Pemilikan harta bersama dari 
perkawinan seorang suami yang 
mempunyai isteri lebih dari 
seorang sebagaimana tersebut 
dalam Ayat (1), dihitung pada 
saat berlangsungnya akad 
perkawinan yang kedua, ketiga, 
atau yang keempat. 
Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Dengan tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 24 Ayat (2) 
Huruf c Peraturan Pemerintahan 
No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 
Ayat (2), suami atau isteri dapat 
meminta Pengadilan Agama 
untuk meletakkan sita jaminan 
atas harta bersama tanpa adanya 
permohonan gugatan cerai, 
apabila salah satu melakukan 
perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama 
seperti judi, mabuk, boros, dan 
sebagainya.  
(2) Selama masa sita dapat dilakukan 
penjualan atas harta bersama 
untuk kepentingan keluarga 
dengan izin Pengadilan Agama. 
Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka 
separo harta bersama menjadi 
hak pasangan yang hidup lebih 
lama. 
(2) Pembagian harta bersama bagi 
seorang suami atau isteri yang 
isteri atau suaminya hilang harus 
ditangguhkan sampai adanya 
kepastian matinya yang hakiki 
atau matinya secara hukum atas 
dasar putusan Pengadilan Agama. 
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 
Janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua 
dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan. 
Akibat lain dari perceraian adalah 
menyangkut masalah harta benda 
perkawinan khususnya mengenai harta 
bersama seperti yang ditentukan dalam 
Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, 
bahwa bila perkawinan putus karena 
perceraian, maka harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing-masing. 
Menurut penjelasan resmi pasal 
tersebut, yang dimaksud dengan 
hukumnya masing-masing adalah 
hukum agama, hukum adat dan hukum 
lain-lainnya. Memperhatikan pada 
Pasal 37 dan penjelasan resmi atas 
pasal tersebut undang-undang ini tidak 
memberikan keseragaman hukum 
positif tentang bagaimana harta 
bersama apabila terjadi perceraian. 







dibebankan kepada harta 
bersama. 
(3) Bila harta bersama tidak 
mencukupi, dibebankan kepada 
harta suami. 
(4) Bila harta suami tidak ada atau 
tidak mencukupi dibebankan 
kepada harta isteri. 
Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Harta bersama dari perkawinan 
seorang suami yang mempunyai 
isteri lebih dari seorang, masing-
masing terpisah dan berdiri 
sendiri. 
(2) Pemilikan harta bersama dari 
perkawinan seorang suami yang 
mempunyai isteri lebih dari 
seorang sebagaimana tersebut 
dalam Ayat (1), dihitung pada 
saat berlangsungnya akad 
perkawinan yang kedua, ketiga, 
atau yang keempat. 
Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Dengan tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 24 Ayat (2) 
Huruf c Peraturan Pemerintahan 
No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 
Ayat (2), suami atau isteri dapat 
meminta Pengadilan Agama 
untuk meletakkan sita jaminan 
atas harta bersama tanpa adanya 
permohonan gugatan cerai, 
apabila salah satu melakukan 
perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama 
seperti judi, mabuk, boros, dan 
sebagainya.  
(2) Selama masa sita dapat dilakukan 
penjualan atas harta bersama 
untuk kepentingan keluarga 
dengan izin Pengadilan Agama. 
Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam 
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka 
separo harta bersama menjadi 
hak pasangan yang hidup lebih 
lama. 
(2) Pembagian harta bersama bagi 
seorang suami atau isteri yang 
isteri atau suaminya hilang harus 
ditangguhkan sampai adanya 
kepastian matinya yang hakiki 
atau matinya secara hukum atas 
dasar putusan Pengadilan Agama. 
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 
Janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua 
dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan. 
Akibat lain dari perceraian adalah 
menyangkut masalah harta benda 
perkawinan khususnya mengenai harta 
bersama seperti yang ditentukan dalam 
Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, 
bahwa bila perkawinan putus karena 
perceraian, maka harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing-masing. 
Menurut penjelasan resmi pasal 
tersebut, yang dimaksud dengan 
hukumnya masing-masing adalah 
hukum agama, hukum adat dan hukum 
lain-lainnya. Memperhatikan pada 
Pasal 37 dan penjelasan resmi atas 
pasal tersebut undang-undang ini tidak 
memberikan keseragaman hukum 
positif tentang bagaimana harta 







Tentang yang dimaksud pasal ini 
dengan kata “Diatur”, tiada lain dari 
pembagian harta bersama apabila 
terjadi perceraian. Maka sesuai dengan 
cara pembagian, Undang-undang 
menyerahkannya kepada “Hukum yang 
hidup” dalam lingkungan masyarakat 
dimana perkawinan dan rumah tangga 
itu berada. Kalau kita kembali pada 
Penjelasan Pasal 37 maka Undang-
undang memberi jalan pembagian :  
a. Dilakukan berdasar hukum 
agama jika hukum agama itu 
merupakan kesadaran hukum 
yang hidup dalam mengatur tata 
cara perceraian; 
b. Aturan pembagiannya akan 
dilakukan menurut hukum adat, 
jika hukum tersebut merupakan 
kesadaran hukum yang hidup 
dalam lingkungan masyarakat 
yang bersangkutan; 
c. Atau hukum-hukum lainnya. 
Harta bawaan atau harta asal dari 
suami atau isteri tetap berada ditangan 
pihak masing-masing. Apabila bekas 
suami atau bekas isteri tidak 
melaksanakan hal tersebut diatas, maka 
mereka dapat digugat melalui 
pengadilan negeri ditempat kediaman 
tergugat, agar hal tersebut dapat 
dilaksanakan.  
Mengenai penyelesaian harta 
bersama karena perceraian, suami-isteri 
yang bergama Islam menurut Hukum 
Islam, sedangkan bagi suami-isteri 
non-Islam menurut Hukum Perdata. 
3. Terhadap Nafkah 
Menurut pendapat umum sampai 
sekarang biaya isteri yang telah ditalak 
oleh suaminya tidak menjadi 
tanggungan suaminya lagi, terutama 
dalam perceraian itu si-isteri yang 
bersalah. Namun dalam hal isteri tidak 
bersalah, maka paling tinggi yang 
diperolehnya mengenai biaya hidupnya 
ialah pembiayaan hidup selama ia 
masih dalam masa iddah yang lebih 
kurang selama 90 (sembilan puluh) 
hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami 
tidak perlu lagi membiayai bekas 
isterinya lagi. Bahkan sesudah masa 
iddah, bekas isteri itu harus keluar dari 
rumahsuaminya andaikata ia masih 
hidup di rumah yang disediakan oleh 
suaminya. Jadi baik wanita yang masih 
dalam masa iddah ataupun masa 
iddahnya telah habis asal dalam 
perceraian ia bukan berada di pihak 
yang bersalah, maka ia berhak 
menerima atas biaya penghidupan. 
Ketentuan itu bisa dengan damai atas 
persetujuan bekas suami begitupun 
mengenai jumlah biaya hidupnya atau 
dapat pula dengan putusan perdamaian 
apabila bekas suami tidak dengan 
sukarela menyediakan diri untuk 
memberi biaya hidup tersebut. 
Ketentuan kemungkinan pembiayaan 
sesudah bercerai itu dalam Undang-
undang Perkawinan diatur dalam Pasal 
41 huruf C, yang berbunyi “Pengadilan 
dapat mewajibkan kepada bekas suami 
untuk memberikan biaya penghidupan 
dan atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas isteri”. 
Kemudian apabila bekas isteri 
tidak mempunyai mata pencaharian 
untuk nafkah sehari-harinya, maka 
bekas suami harus memberikan biaya 







hidup sampai bekas isterinya itu 
menikah lagi dengan pria lain. 
Berdasarkan uraian di atas dapat 
dianalisis bahwa akibat hukum 
perceraian menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dapat dilihat akibat 
hukumnya (1) terhadap pemeliharaan 
anak, yaitu kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya yang berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus. Di mana 
pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan 
anak yang sudah mumayyiz diserahkan 
kepada anak untuk memilih di antara 
ayah atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaannya dan biaya 
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, 
(2) terhadap harta bersama, pada 
dasarnya tidak ada percampuran antara 
harta suami dan harta isteri karena 
perkawinan di mana harta isteri tetap 
menjadi hak isteri dan dikuasai penuh 
olehnya, demikian juga harta suami 
tetap menjadi hak suami dan dikuasai 
penuh olehnya, adapun apabila terjadi 
perselisihan antara suami-isteri tentang 
harta bersama, maka penyelesaian 
perselisihan itu diajukan kepada 
Pengadilan Agama, kemudian 
pertanggungjawaban terhadap utang 
suami atau isteri dibebankan pada 
hartanya masing-masing, sedangkan 
pertanggungjawaban terhadap utang 
yang dilakukan untuk kepentingan 
keluarga, dibebankan kepada harta 
bersama dan bila harta bersama tidak 
mencukupi, dibebankan kepada harta 
suami serta bila harta suami tidak ada 
atau tidak mencukupi dibebankan 
kepada harta isteri. Akibat lain dari 
perceraian adalah menyangkut masalah 
harta benda perkawinan khususnya 
mengenai harta bersama bahwa bila 
perkawinan putus karena perceraian, 
maka harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing yaitu 
menurut hukum agama, hukum adat 
dan hukum lain-lainnya, (3) terhadap 
nafkah, biaya isteri yang telah ditalak 
oleh suaminya tidak menjadi 
tanggungan suaminya lagi, terutama 
dalam perceraian itu si-isteri yang 
bersalah. Namun dalam hal isteri tidak 
bersalah, maka paling tinggi yang 
diperolehnya mengenai biaya hidupnya 
ialah pembiayaan hidup selama ia 
masih dalam masa iddah yang lebih 
kurang selama 90 (sembilan puluh) 
hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami 
tidak perlu lagi membiayai bekas 
isterinya lagi. Kemudian apabila bekas 
isteri tidak mempunyai mata 
pencaharian untuk nafkah sehari-
harinya, maka bekas suami harus 
memberikan biaya hidup sampai bekas 
isterinya itu menikah lagi dengan pria 
lain. 
Dalam pandangan Islam anak 
adalah titipan Allah SWT Kepada 
orang tua, masyarakat, bangsa, negara 
sebagai pewaris dari ajaran islam, 
Pengertian ini memberikan hak atau 
melahirkan hak yang harus diakui, 
diyakini dan diamankan. Oleh karena 
itu anak perlu dididik dan diajari 
dengan kebaikan. Apabila perkawinan 







hidup sampai bekas isterinya itu 
menikah lagi dengan pria lain. 
Berdasarkan uraian di atas dapat 
dianalisis bahwa akibat hukum 
perceraian menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dapat dilihat akibat 
hukumnya (1) terhadap pemeliharaan 
anak, yaitu kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya yang berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus. Di mana 
pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan 
anak yang sudah mumayyiz diserahkan 
kepada anak untuk memilih di antara 
ayah atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaannya dan biaya 
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, 
(2) terhadap harta bersama, pada 
dasarnya tidak ada percampuran antara 
harta suami dan harta isteri karena 
perkawinan di mana harta isteri tetap 
menjadi hak isteri dan dikuasai penuh 
olehnya, demikian juga harta suami 
tetap menjadi hak suami dan dikuasai 
penuh olehnya, adapun apabila terjadi 
perselisihan antara suami-isteri tentang 
harta bersama, maka penyelesaian 
perselisihan itu diajukan kepada 
Pengadilan Agama, kemudian 
pertanggungjawaban terhadap utang 
suami atau isteri dibebankan pada 
hartanya masing-masing, sedangkan 
pertanggungjawaban terhadap utang 
yang dilakukan untuk kepentingan 
keluarga, dibebankan kepada harta 
bersama dan bila harta bersama tidak 
mencukupi, dibebankan kepada harta 
suami serta bila harta suami tidak ada 
atau tidak mencukupi dibebankan 
kepada harta isteri. Akibat lain dari 
perceraian adalah menyangkut masalah 
harta benda perkawinan khususnya 
mengenai harta bersama bahwa bila 
perkawinan putus karena perceraian, 
maka harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing yaitu 
menurut hukum agama, hukum adat 
dan hukum lain-lainnya, (3) terhadap 
nafkah, biaya isteri yang telah ditalak 
oleh suaminya tidak menjadi 
tanggungan suaminya lagi, terutama 
dalam perceraian itu si-isteri yang 
bersalah. Namun dalam hal isteri tidak 
bersalah, maka paling tinggi yang 
diperolehnya mengenai biaya hidupnya 
ialah pembiayaan hidup selama ia 
masih dalam masa iddah yang lebih 
kurang selama 90 (sembilan puluh) 
hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami 
tidak perlu lagi membiayai bekas 
isterinya lagi. Kemudian apabila bekas 
isteri tidak mempunyai mata 
pencaharian untuk nafkah sehari-
harinya, maka bekas suami harus 
memberikan biaya hidup sampai bekas 
isterinya itu menikah lagi dengan pria 
lain. 
Dalam pandangan Islam anak 
adalah titipan Allah SWT Kepada 
orang tua, masyarakat, bangsa, negara 
sebagai pewaris dari ajaran islam, 
Pengertian ini memberikan hak atau 
melahirkan hak yang harus diakui, 
diyakini dan diamankan. Oleh karena 
itu anak perlu dididik dan diajari 







melahirkan anak, maka kedudukan 
anak serta bagaimana hubungan antara 
orang tua dengan anaknya itu 
menimbulkan persoalan sehingga 
memang dirasakan adanya aturan-
aturan hukum yang mengatur tentang 
hubungan antara mereka.  
Pasal 77 Instruksi Presiden RI 
Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi 
Hukum Islam disebutkan : 
(1) Suami isteri memikul kewajiban 
yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah 
mawaddah dan warahmah yang 
menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat. 
(2) Suami isteri memikul kewajiban 
untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik 
mengenai pertumbuhan jasmani, 
rohani maupun kecerdasannya 
dan pendidikan agamanya.  
Ayah berkewajiban menyediakan 
tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anak sebagaimana Pasal 98 KHI 
tentang pemeliharaan anak yaitu : 
1. Batas usia anak yang mampu 
berdiri sendiri atau dewasa 
adalah 21 tahun sepanjang anak 
tersebut tidak cacat fisik maupun 
mental atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
2. Orang tuanya mewakili anak 
tersebut mengenai segala 
perbuatan hukum didalam 
maupun di luar pengadilan. 
Pengadilan agama dapat 
menunjuk salah seorang kerabat 
terdekat yang mampu menunaikan 
kewajiban tersebut apabila kedua orang 
tuanya tidak mampu. Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menyebutkan bahwa 
“suami isteri memikul kewajiban yang 
luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat”.  
Pasal 45 Undang-Undang 
Perkawinan disebutkan sebagai berikut 
: 
1) Kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya. 
2) Kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) 
berlaku sampai anak itu kawin 
atau berdiri sendiri, kewajiban 
mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara keduanya 
putus. 
Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan 
dinyatakan sebagai berikut : 
1) Anak yang belum mencapai umur 
18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada 
dibawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaannya. 
2) Orang tua mewakili anak tersbeut 
mengenai perbuatan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan. 
Dalam hukum Islam, timbulnya 
kewajiban memberikan nafkah oleh 
orang tua laki-laki (ayah) terhadap 
anaknya setelah terjadi perceraian 
adalah karena sebab turunan. Dalam 
hal ini, perlu pula dilihat mengenai 
prinsip hukum tentang tanggung jawab 
biaya nafkah anak setelah terjadinya 
perceraian dalam Instruksi Presiden RI 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut 







dapat ditemukan dalam 
ketentuanketentuan berikut ini : 
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam  
Dalam hal terjadi perceraian :  
(1) Pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 
12 tahun adalah hak ibunya; 
(2) Pemeliharaan anak yang sudah 
mumayyiz atau sudah berumur 
12 tahun, diserahkan kepada anak 
untuk memilih di antara ayah 
atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaannya; 
Biaya pemeliharaan ditanggung 
oleh ayahnya sejalan dengan Pasal 149 
huruf d mengatur bahwa bilamana 
perkawinan putus karena talak, maka 
bekas suami wajib memberikan biaya 
hadhanah untuk anak-anaknya yang 
belum mencapai umur 21 tahun. 
Kemudian berdasarkan Pasal 156 
KHI disebutkan bahwa akibat putusnya 
perkawinan karena perceraian ialah : 
a. Anak yang belum mumayyiz 
(berusia 12 tahun) berhak 
mendapat hadhanah dari ibunya, 
kecuali bila ibunya meninggal 
dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh wanita-wanita 
dalam garis lurus ke atas dari ibu, 
ayah, wanita-wanita dalam garis 
lurus ke atas dari ayah, saudara 
perempuan dari anak yang 
bersangkutan, wanita-wanita 
kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ibu. 
b. Adapun untuk anak yang sudah 
mumayyiz (berusia 12 tahun) 
berhak memilih untuk 
mendapatkan hadhanah dari ayah 
atau ibunya.  
c. Apabila pemegang hadhanah 
ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani 
anak, meskipun biaya nafkah dan 
hadhanah telah dicukupi, maka 
atas permintaan kerabat yang 
bersangkutan pengadilan dapat 
memindahkan hak hadhanah 
kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula. 
d. Semua biaya hadhanah dan 
nafkah anak menjadi tanggungan 
ayah menurut kemampuannya, 
sekurang-kurangnya sampai anak 
tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri (21 tahun). 
Bila mana terjadi perselisihan 
mengenai hadhanah dan nafkah 
anak, Pengadilan Agama 
memberikan putusannya 
berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan 
(d);  
e. Pengadilan dapat pula mengingat 
kemampuan ayahnya menetapkan 
jumlah biaya untuk pemeliharaan 
dan pendidikan anak-anak yang 
tidak turut padanya. 
Untuk semakin memperjelas 
tentang prinsip hukum yang mengatur 
tentang biaya nafkah anak setelah 
terjadinya perceraian, dalam hal ini 
perlu pula dikemukakan ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam 
sebagai berikut : 
a. Baik ibu atau bapak tetap 
berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya semata-
mata berdasarkan kepentingan 
anak, bila mana ada perselisihan 







dapat ditemukan dalam 
ketentuanketentuan berikut ini : 
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam  
Dalam hal terjadi perceraian :  
(1) Pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 
12 tahun adalah hak ibunya; 
(2) Pemeliharaan anak yang sudah 
mumayyiz atau sudah berumur 
12 tahun, diserahkan kepada anak 
untuk memilih di antara ayah 
atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaannya; 
Biaya pemeliharaan ditanggung 
oleh ayahnya sejalan dengan Pasal 149 
huruf d mengatur bahwa bilamana 
perkawinan putus karena talak, maka 
bekas suami wajib memberikan biaya 
hadhanah untuk anak-anaknya yang 
belum mencapai umur 21 tahun. 
Kemudian berdasarkan Pasal 156 
KHI disebutkan bahwa akibat putusnya 
perkawinan karena perceraian ialah : 
a. Anak yang belum mumayyiz 
(berusia 12 tahun) berhak 
mendapat hadhanah dari ibunya, 
kecuali bila ibunya meninggal 
dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh wanita-wanita 
dalam garis lurus ke atas dari ibu, 
ayah, wanita-wanita dalam garis 
lurus ke atas dari ayah, saudara 
perempuan dari anak yang 
bersangkutan, wanita-wanita 
kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ibu. 
b. Adapun untuk anak yang sudah 
mumayyiz (berusia 12 tahun) 
berhak memilih untuk 
mendapatkan hadhanah dari ayah 
atau ibunya.  
c. Apabila pemegang hadhanah 
ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani 
anak, meskipun biaya nafkah dan 
hadhanah telah dicukupi, maka 
atas permintaan kerabat yang 
bersangkutan pengadilan dapat 
memindahkan hak hadhanah 
kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula. 
d. Semua biaya hadhanah dan 
nafkah anak menjadi tanggungan 
ayah menurut kemampuannya, 
sekurang-kurangnya sampai anak 
tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri (21 tahun). 
Bila mana terjadi perselisihan 
mengenai hadhanah dan nafkah 
anak, Pengadilan Agama 
memberikan putusannya 
berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan 
(d);  
e. Pengadilan dapat pula mengingat 
kemampuan ayahnya menetapkan 
jumlah biaya untuk pemeliharaan 
dan pendidikan anak-anak yang 
tidak turut padanya. 
Untuk semakin memperjelas 
tentang prinsip hukum yang mengatur 
tentang biaya nafkah anak setelah 
terjadinya perceraian, dalam hal ini 
perlu pula dikemukakan ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam 
sebagai berikut : 
a. Baik ibu atau bapak tetap 
berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya semata-
mata berdasarkan kepentingan 







mengenai penguasaan anak-anak, 
pengadilan menentukan 
keputusan nya; 
b. Bapak yang bertanggung jawab 
atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan 
anak itu; bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, 
pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya 
tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas isteri. 
Berdasarkan uraian di atas dapat 
dianalisis bahwa tanggung jawab orang 
tua yang telah bercerai terhadap nafkah 
anak di bawah umur maka terhadap 
anak yang belum mumayyiz (berusia 
12 tahun) berhak mendapat hadhanah 
dari ibunya, kecuali bila ibunya 
meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh wanita-wanita dalam 
garis lurus ke atas dari ibu, ayah, 
wanita-wanita dalam garis lurus ke atas 
dari ayah, saudara perempuan dari anak 
yang bersangkutan, wanita-wanita 
kerabat sedarah menurut garis samping 
dari ibu., kemudian untuk anak yang 
sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) 
berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya, 
selanjutnya apabila pemegang 
hadhanah ternyata tidak dapat 
menjamin keselamatan jasmani dan 
rohani anak, meskipun biaya nafkah 
dan hadhanah telah dicukupi, maka atas 
permintaan kerabat yang bersangkutan 
pengadilan dapat memindahkan hak 
hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula serta 
semua biaya hadhanah dan nafkah anak 
menjadi tanggungan ayah menurut 
kemampuannya, sekurang-kurangnya 
sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri (21 tahun). Bila 
mana terjadi perselisihan mengenai 
hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan 
Agama memberikan putusannya 
berdasarkan kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk 
pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya. 
III. PENUTUP 
Akibat hukum perceraian dalam 
hal tanggung jawab orang tua yang 
telah bercerai berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yaitu terhadap 
pemeliharaan anak, terhadap harta 
bersama dan terhadap nafkah/biaya 
isteri dan anak. Tanggung jawab orang 
tua yang telah bercerai terhadap nafkah 
anak di bawah umur maka terhadap 
anak yang belum mumayyiz (berusia 
12 tahun) berhak mendapat hadhanah 
dari ibunya, kecuali bila ibunya 
meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh wanita-wanita dalam 
garis lurus ke atas dari ibu, wanita-
wanita dalam garis lurus ke atas dari 
ayah, saudara perempuan dari anak 
yang bersangkutan, wanita-wanita 
kerabat sedarah menurut garis samping 
dari ibu., kemudian untuk anak yang 
sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) 
berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya, 







selanjutnya apabila pemegang 
hadhanah ternyata tidak dapat 
menjamin keselamatan jasmani dan 
rohani anak, meskipun biaya nafkah 
dan hadhanah telah dicukupi, maka atas 
permintaan kerabat yang bersangkutan 
pengadilan dapat memindahkan hak 
hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula serta 
semua biaya hadhanah dan nafkah anak 
menjadi tanggungan ayah menurut 
kemampuannya, sekurang-kurangnya 
sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri (21 tahun).  
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